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ABSTRAKSI 
 
Nama  :  Arjie Sukmawijaya Aarpian Putra 
NIM  :  201510110311044 
Judul  : Tinjauan Yuridis Sosiologis Perilaku Hukum Jual Beli Hak Atas 
Tanah Bekas Adat  Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi di 
Masyarakat Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten 
Kapuas Kalimantan Tengah) 
Pembimbing : Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 
    Muhammad Isrok, S.H,, CN., MH 
 
 
Hukum tanah di Indonesia tidak lepas pada Hukum Adat. Bumi, air dan ruang angkasa 
ialah Hukum Adat  sepanjang tidak bertentangan sebaiamana Pasal 5 UUPA.  Apabila 
terjadi Jual beli Hak Atas Tanah, maka tanah tersebut harus didaftarakan dengan dasar 
akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dilakukan 
agar mendapatkan sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum. Kenyataan masih ada jual 
beli tanah berupa Surat Pernyataan Tanah. Jual Beli tanah yang dilakukan masyarakat 
secara lisan dan dibawah tangan atas dasar saling percaya.. Kata sepakat sebagai dasar 
beralihnya kepemilikan tanah, praktek jual beli ini masih terjadi di Kelurahan Selat Hulu. 
Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah Primer dan 
sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menjelaskan 
yang terjadi dalam pelaksanaanya dihubungkan dengan ketentuan Peraturan-undangan 
yang berlaku. Dari hasil penelitian penulis pada masyarakat Kelurahan Selat Hulu, bentuk 
jual beli tanah yang dilakukan masyarakat masih banyak secara lisan dan dibawah tangan, 
hanya sedikit yang menggunakan akta otentik. Menurut masyarakat apabila harus ke 
PPAT prosesnya lebih rumit dan biaya mahal. Secara lisan melalui kesepatakan dan 
selembar kwitansi atau tidak, dibawah tangan melalui Kelurahan untuk mengubah 
kepemilikan Surat Pernyataan Tanah. Dengan Surat Pernyataan Tanah Tersebut dapat 
dijadikan sebagai dasar Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pertanahan, untuk 
menjamin kepastian hukum pemilik tanah. Akan tetapi Jual beli yang dilakukan 
masyarakat ini berpotensi menimbulkan masalah terhadap pemilik tanah tersebut 
kedepannya. Seharusnya Pemerintah lebih proaktif untuk melakukan Sosialisasi 
mengenai pendaftaran tanah. 
 
Kata kunci : Jual Beli, Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum 
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ABSTRACT 
 
Name  :  Arjie Sukmawijaya Aarpian Putra 
Student Id :  201510110311044 
Title  : Juridical Review Of Sociological Behavior Of Land Sale And 
Purchase Of Rigts To Former Customary Land In The Legal 
Certainty Perspective. ( Study in Society Selat Hulu Village Selat 
District Kapuas Regency Central Kalimantan) 
Advisor  : Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 
    Muhammad Isrok, S.H,, CN., MH 
 
In Indonesia, land law can not be separated from Customary Law. Earth, water and space 
are Customary Law insofar as they do not contradict Article 5 of the Basic Agrarian Law 
(UUPA). In the event of Interest in Land transactions, the land must be registered on the 
basis of an act of sale and purchase made by the Land Deed Official (PPAT). This is done 
in order to obtain a certificate as a form of legal certainty. The fact is that there is still 
land trading in the form of a Land Statement Deed. Land's transaction is conducted 
verbally and privately by society on the basis of mutual trust. The statement agreed as a 
basis for switching land ownership, buying and selling practices still occurring in the Selat 
Hulu Village. In this study, the method approach is sociological juridical, the research 
specifications used are descriptive analysis. The data types used are primary and 
secondary. The analytical method used is a qualitative method, explaining what happens 
in its implementation associated with the provisions of applicable laws and regulations. 
From the results of the author's research on Selat Hulu society, the society's form of 
buying and selling land is still a lot of verbal and private, with only a few using authentic 
certificates. According to the society, if you have to go to PPAT the process is more 
complicated and expensive. Using orally agreement and a receipt or not, private method 
through the Official Village to change ownership of the Land Statement Deed. The 
Statement of the Land Dead can be used as the basis for Land Registration based on the 
Land Regulation, to guarantee the land owner's legal certainty. The transaction carried 
out by the society, however, has the potential to cause problems for the future landowners. 
The government should be more proactive in socializing with regard to land registration. 
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